BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.967, 2021

KEMEN-KP. Unit Pelaksana Teknis Perikanan
Budidaya. Otk. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 67/PERMEN-KP/2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa untuk meningkatkan kinerja dan optimalisasi
pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pengujian
kesehatan ikan dan lingkungan, perlu dilakukan
perubahan terhadap organisasi dan tata kerja Loka
Pemeriksaan Penyakit lkan dan Lingkungan melalui
peningkatan menjadi balai sebagaimana telah diatur
dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor
67 /PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;

bahwa penataan organisasi dan tata kerja Loka
Pemeriksaan Penyakit lkan dan Lingkungan telah
mendapatkan  persetujuan  tertulis dari  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor B/398/M.KT.01/2021, tanggal 11 Mei 2021, hal
Penataan Organisasi dan Tata Kerja Loka Pemeriksaan

Penyakit Ikan dan Lingkungan;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 67 /PERMEN-KP/2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Perikanan Budidaya;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara  Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian
dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
48 /PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
67 /PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1688);



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 67/PERMEN-KP/2020
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1688)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf i Pasal 2 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 2
Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

a. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar;

b. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau;
c. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut;

d. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar;

e. Balai Perikanan Budidaya Air Payau;

f.  Balai Perikanan Budidaya Laut;

g. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan
Kekerangan;

h. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya;
dan

i.  Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

2. Judul BAB X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X
BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN
LINGKUNGAN
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Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 35
Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i
mempunyai tugas melaksanakan pengujian hama dan
penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan

lingkungan perikanan budidaya.

Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35, Balai Pengujian Kesehatan lkan dan

Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana,
program, dan anggaran, serta pelaporan;

b. penyiapan metode uji hama dan penyakit ikan, obat
ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan
budidaya;

c. pengujian penapisan dan konfirmasi hama dan
penyakit ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan
perikanan budidaya;

d. pelaksanaan uji profisiensi penyakit ikan, obat ikan,
residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan
budidaya;

e. pelaksanaan surveilan, monitoring, deteksi dini, dan
penanganan penyakit ikan;

f.  pengujian kelayakan mutu, khasiat, dan keamanan
obat ikan;

pelaksanaan surveilan pakan dan obat ikan;

7Q

h. pelaksanaan kerja sama teknis hama dan penyakit
ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan

perikanan budidaya;



